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Pergub SPBE1

2023 2024

 Dasar hukum penerapan

SPBE Pemprov

 Implementasi SPBE 80 %

Mohon dibantu percepatan oleh Biro Hukum

di Kemenkumham & Kemendagri

 Draft sudah final

 Target selesai bulan MEI

 Menjadi pengungkit poin

indeks SPBE Prov Sulbar



Arsitektur dan

Peta rencana SPBE
2

 Implementasi 90%

 Penyelarasan metadata 

terhadap perkembangan

regulasi nasional dan

kebutuhan pemprov

 Penerapan peta rencana

khususnya pada integrasi

aplikasi layanan

 Menjadi panduan operasional

penerapan transformasi digital 

pemprov yang terintegrasi

 Selesai revisi bulan MEI

 Kerjasama CfDS UGM

 Dokumen arsitektur bersifat

dinamis dan dikelola dalam

aplikasi

 Terhubung dan sinkron

dengan arsitektur SPBE 

Nasional melalui aplikasi SIA 

KemenpanRB

2023 2024

Dinas PMD belum menyelesaikan revisi

metadata



Detail Kebijakan SPBE3

 Implementasi 90%

 Pemenuhan aspek dalam

indikator SPBE yang 

belum direalisasikan

 Menyusun SOP Keterpaduan

Rencana dan Anggaran

 Menyusun SOP Pembangunan 

aplikasi SPBE

 Menyusun SOP Layanan pusat

data

 Menyusun SOP Sistem

penghubung layanan

 Pendampingan pelaksanaan

audit infrastruktur dan audit 

aplikasi SPBE dengan tools 

BRIN

 Membuat pedoman manajemen

resiko SPBE

 Membuat pedoman manajemen

data SPBE

 Dikerjakan bersama CfDS UGM

2023 2024



Infrastruktur Jaringan Intra4

 Peremajaan perangkat

jaringan utama

 Pembangunan koneksi

digital antar Pemprov

dengan 6 Pemkab

 Pembuatan monopole 

tower untuk perluasan

jaringan wireless

 Terkoneksi 36 OPD & 7 rujab

 Seluruh gedung dalam Kompleks

Perkantoran Gubernur telah

terkoneksi jaringan kabel FO

2023 2024

Provinsi

OPD

 29 OPD sudah memenuhi standar

perangkat jaringan & 2 rujab

 11 OPD yang BELUM Memenuhi

Standar Teknis Perangkat

Jaringan Intra: BPSDM, BADAN 

KESBANGPOL, BIRO BARJAS, 

BIRO UMUM, DINAS ESDM, 

DINAS DUKCAPIL, DINAS 

PMPD, DINAS DAGPERINKOP, 

BPBD, SEKRETARIAT DPRD, 

DINAS PERUMKIN

Perlu penegasan pemenuhan standar

perangkat jaringan intra kepada 11 OPD dan

rujab yang BELUM sesuai rekomendasi

Acces point 

min. 3 unit



Pusat Data5

 Tambahan kapasitas 100 

TB

 Penambahan fasilitas

pendukung ruangan data 

center

 Menyiapkan ruang DC di 

gedung baru kantor

Gubernur

 Menjadikan ruang Disaster 

Recovery Center (DRC) di 

lantai 4 Gedung Gadis

2023 2024

Server masih tersebar di 8 OPD 17 unit 

kapasitas 20,2TB

 17 unit kapasitas 22,2 TB

 Tambahan kapasitas 96 TB

 Pembuatan ruangan Data 

Center (DC) di lantai 4 

Gedung Gadis

 Membuat ruang Network 

Operation Center (NOC) di 

kantor Diskominfo

 Pengadaan rak server 

2 unit



Aplikasi dan Sistem Penghubung Layanan6

 Penyediaan aplikasi

berdasarkan peta rencana

pada seluruh OPD 

 Memaksimalkan

keterhubungan antar aplikasi

untuk efisiensi penggunaan

dengan integrase pada satu

portal akses

 Meminimalkan jumlah aplikasi

dan memaksimalkan

fungsi/fitur pada setiap

aplikasi pendukung urusan

 APLIKASI AKTIF

• 4 Aplikasi Umum

• 30 Aplikasi khusus

pada 21 OPD

 Aplikasi yang saling

terhubung: 

• Sipamandar-ekoreksi

• Simrs-Whatsappboot

• Sipamandar-BPD 

Sulselbar

 Akan dikerjakan sesuai

rekomendasi peta rencana

SPBE

2023 2024



Pengelola SPBE7

2023 2024

 Tim Koordinasi SPBE:

20 Orang

 Tim Asesor internal:

15 Orang

 Tim Teknis SPBE Provinsi: 15 

Orang

 Tim pendamping dan

evaluator SPBE OPD: 20 

Orang

 Jasa IT Support SPBE: 15 

orang

 Tim Koordinasi SPBE: 13 

Orang

 Tim Asesor internal:

8 Orang

 Tim Teknis SPBE Provinsi: 

25 Orang

 Tim pendamping dan

evaluator SPBE OPD: 34 

orang

Provinsi

OPD

Tim pengelola SPBE/pengelola

website OPD: 8 orang

Tim pengelola SPBE/pengelola

website OPD: 8 orang

Pimpinan perlu menekankan optimalisasi

perhatian dan kinerja tim Pengelola SPBE 

OPD



SDM SPBE8

2023 2024

 GCIO 1 orang

 Manager/Analis 4 orang

 Programmer 5 orang

 Jaringan 5 orang

 Multimedia 5 orang

 Helpdesk 3 orang

Provinsi

OPD

Rata-rata 3 orang

Jasa IT Support SPBE

 Software Engineer

 Software Developer

 Network Engineer

 Database Administrator

 Network Administrator

 Graphic Desain

 Video Editor

 Web Developer

 Data Analist

 Conten Creator

 Helpdesk

Perlu penambahan kuantitas dan

kualitas personil SDM teknis

SPBE OPD

Perlu dukungan kebijakan penyediaan jasa

IT support SPBE dan pembiayaannya



Internet9

User: 

40 OPD / 2.000 orang 

7 Rujab / 200 orang 

Total 47 Gedung / 2.200 orang

Max. : 2.000 Mbps

Avg. : 1.000 Mbps

Min. : 800 Mbps

2 provider:

Telkom: 100 Mbps dedicated

up to 400 Mbps broadband

Iconplus: up to 500 Mbps 

broadband

2023 2024

User: 

40 OPD / 2.000 orang 

7 Rujab / 200 orang 

Total 47 Gedung / 2.200 orang

Max. : 3.000 Mbps

Avg. : 1.500 Mbps

Min. : 1.000 Mbps

3 provider

Telkom: 50 Mbps dedicated

100 Mbps 1:2

up to 1.000 Mbps broadband

Iconplus: up to 500 Mbps broadband

Non BUMN: up to 1.000 Mbps 

broadband

Perlu tambahan Pagu khusus internet yang 

digunakan bersama dengan jumlah

kapasitas yang harus meningkat



Audit TIK10

 Memfasilitasi

terlaksananya audit 

keamanan SPBE

 Mendorong Inspektorat

menyediakan SDM 

auditor TIK 

Inspektorat, Dinas Kominfo

bekerjasama CfDS UGM 

akan melaksanakan audit 

aplikasi dan infrastruktur

SPBE menggunakan Audit 

Tools BRIN

2023 2024

Inspektorat diharapkan menfasilitasi

penyediaan SDM audit SPBE



Provinsi

OPD

Perencanaan & 

Penganggaran SPBE
11

Dibutuhkan anggaran SPBE Provinsi

Rp. 8,6 M

 Peremajaan perangkat jaringan intra 

pemprov 28 titik

 Penyediaan internet terpadu 3.000 Mbps 

 Pembiayaan jasa IT Support SPBE

 Pengembangan SDM pengelola TIK

 Fasilitasi internet desa

 Fasilitasi tata kelola dan manajemen

SPBE Provinsi

Anggaran SPBE provinsi Rp. 4,2 M

 Penyelesaian jaringan intra

 Penyediaan internet terpadu 1.000 Mbps

 Pembiayaan kerjasama pendampingan

pembuatan kebijkan SPBE dengan UGM

 Pengembangan SDM pengelola TIK

 Fasilitasi internet desa

 Fasilitasi tata kelola dan manajemen

SPBE Provinsi

2023 2024

Diharapkan setiap OPD membiayai SPBE 

pada aspek:

1. Insentif SDM pengelola

2. Penyedian atau pemeliharan perangkat

jaringan

3. Penganggaran untuk penunjang aktifitas

tata kelola dan manajemen SPBE

 Direkomendasikan biaya SPBE 

Rp. 100 juta per OPD

 Tidak seluruh OPD membiayai SPBE

SPBE diharapkan menjadi agenda prioritas

sesuai RPD termasuk alokasi

penganggarannya



Keterhubungan Data Digital12

 Didesain sebangun

dengan keterhubungan

aplikasi layanan

 Mengoptimalkan cloud 

computing

 Memfasilitasi

terwujudnya virtual 

office

 Koneksi data difasilitasi

oleh terselenggaranya

sistem penghubung

layanan/aplikasi

 Akan dikerjakan sesuai

rekomendasi peta

rencana SPBE

 Mendukung target Satu

Data Nasional

2023 2024



Integrasi Portal Akses Aplikasi Layanan13

 Memaksimalkan aplikasi

layanan publik pada

OPD terkait

 Dikerjakan dengan pola

inhouse developer

SPBE (pembangunan

aplikasi terpadu secara

mandiri).

 Akan dikerjakan sesuai

rekomendasi peta

rencana SPBE

 Integrasi akses

dilakukan untuk layanan

administrasi

pemerintahan dan

layanan publik

2023 2024



Website & Media Sosial14

 Ditargetkan seluruh

website OPD tayang

maksimal dengan

tampilan menarik dan

konten yang padat, 

lengkap dan terupdate

 Semua OPD menyajikan

informasi singkat pada

platform media sosial

mainstream sesuai

kebutuhan informasi

terkini

 Website Kategori KURANG: 

Dinas Ketapang

 Website Kategori CUKUP: 

Biro Tapem, Dinsos, 

Disnaker, Dukcapil, PMD, 

TPHP, Disbun, Dishut, 

Transmigrasi, BPBD & 

Penghubung

 Medsos Kategori PASIF: 

Dukcapil, ESDM, 

Transmigrasi, Dinsos, 

Balitbang & BPBD

2023 2024

Pimpinan perlu menekankan optimalisasi

penyajian website dan media sosial OPD



Keamanan Jaringan & Informasi15

 Menambah perangkat

firewall 

 Meningkatkan sistem

keamanan dengan

penguatan peran

CSIRT dan kerjasama

BSSN

 Jaringan dan data digital 

masih sering mendapat

serangan siber

 Telah diadakan alat

firewall sebagai benteng

pertahanan keamanan

jaringan dan data

 Intensifikasi koordinasi

teknis Web 

Administrator Pemprov

dan OPD

2023 2024

SOPHOS XG 330 



Pemantauan dan

Evaluasi SPBE
16

 Penajaman variabel

indikator evaluasi

 Optimalisasi SPBE OPD 

sebagai subsistem dari

ekosistem SPBE provinsi

 Evaluasi didasarkan pada 25 indikator

SPBE OPD

 Hasil evaluasi sementara hingga 31 

Maret, terdapat 12 OPD yang 

memperoleh indeks di bawah 1,8 dan

masuk kategori KURANG:

• Disbun

• Badan Penghubung

• Dinas P3APP & KB

• Dinas ESDM

• Sekretariat DPRD

• Dinas Transmigrasi

• Dinas Perpusarsip

• Dinas Sosial

• Kesbangpol

• Disdikbud

• PMD

• Perumkin

 Menjadi salah satu instrumen nilai

pembayaran TPP ASN pada aspek

prestasi kerja

2023 2024

Perlu penekanan pimpinan agar OPD segera

memperbaiki kinerja dan pembuktian tata

kelola SPBE sampai 31 Desember 2023



Blank Spot Area/Internet Desa17

 Rencana bantuan

internet desa 6 titik

 Terus mengupayakan

penuntasan blankspot

desa ke Kemenkominfo

untuk pemasangan

jaringan berbasis

seluler 4G

 Bantuan internet desa 6 

titik dari pemprov

 Pemprov telah

mendorong seluruh

pemkab untuk

melaporkan data titik

blankspot kepada

Kemenkominfo untuk

dimintakan bantuan pada

aplikasi: Signal.go.id

2023 2024



Indeks SPBE Pemprov Sulbar

2018 1,46
Kurang

2019 1,61
Kurang

2020
Tidak

Dinilai

2022
2,28
(Cukup)

Peringkat 25

Target RPD: 2,20

2021 2,04
Cukup

2023 2,35
Cukup

Target RPD

18
(47 Indikator)



Setiap rencana pengembangan SPBE OPD 

disemua aspek agar dikoordinasikan

ke Diskominfo selaku leading sektor SPBE untuk

dikonsolidasikan dengan arsitektur dan peta

rencana SPBE Pemprov. Sulbar agar 

pembangunan ekosistem digital dapat

terintegrasi secara konsisten, efisien dan terarah



T E R I M A  K A S I H

PEMERINTAH PROVINSI 

SULAWESI BARAT


